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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.07/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 71/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI

TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyaluran dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2011, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai
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Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 71/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam hal dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang telah
disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan dana yang
tersalur dengan cara melakukan pembayaran kepada Guru PNSD
berdasarkan jumlah bulan.
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